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ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menggambarkan peranan program pengembangan sumberdaya manusia terhadap peningkatan kemampuan pegawai pada bagian Otonomi Daerah Sekretariat Kabupaten Kutai Timur. 
Berdasarkan hasil perhitunggan koefisiensi determinasi, diperoleh R Square atau r2 sebesar 45%. Sehingga berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh program pengembangan sumber daya manusia terhadap kemampuan pegawai pada Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 45%, dan sebesar 55% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Maknanya adalah bahwa sebesar 45% kemampuan kerja pegawai di pengaruhi oleh faktor program pengembangan sumberdaya manusia dan sebesar 55%  kemampuan pegawai dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diukur dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil analisa data diperoleh harga rs hitung sebesar 0,770.  Jika  dibandingkan dengan harga table rs (harga kritis rs) sebesar 0,456 untuk N = 14 pada tingkat kepercayaan 95%. yaitu : rhit 0,770 > r tab = 0.456 untuk N = 14. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima bahwa program pengembangan sumberdaya manusia berperan terhadap peningkatan kemampuan pegawai pada bagian Otonomi Daerah Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.
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I. PENDAHULUAN
Peningkatan  kualitas   sumber   daya   manusia   menjadi   sangat  penting  bagi 
organisasi modern pada saat ini dan yang akan datang, karena tantangan perubahan yang terjadi pada saat ini menuntut setiap organisasi mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. Sementara itu kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari sejauhmana kemampuan yang dimiliki khususnya oleh para Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Fakta menunjukkan bahwa permasalahan yang seringkali dihadapi oleh organisasi di dalam menuju tingkat kinerja yang optimal adalah tidak sebandingnya antara kemampuan yang dimiliki oleh para pegawai dengan tuntutan tugas yang harus mereka emban di dalam pekerjaannya sehari-hari. Kesenjangan antara kemampuan dan tuntutan tugas tersebut menjadi persoalan yang cukup serius yang dihadapi hampir seluruh organisasi, baik organisasi besar maupun organisasi kecil. Masalah tersebut yang seringkali menghambat pencapaian kinerja optimal bagi organisasi. Disamping hal tersebut kesenjangan antara kemampuan dan tuntutan tugas dapat pula mengakibatkan in-efisiensi di dalam pelaksanaan tugas para pegawai, akibatnya akan terjadi pemborosan diberbagai bidang, seperti biaya, waktu, jumlah pegawai dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, peningkatan kemampuan pegawai menjadi suatu program yang cukup strategis bagi suatu organisasi.  Namun demikian, seringkali terjadi bahwa organisasi tidak menyadari pentingnya program peningkatan kemampuan pegawai ini, karena banyak organisasi yang beranggapan bahwa peningkatan kemampuan menjadi urusan pegawai itu sendiri secara individu.  Anggapan semacam inilah yang seringkali dapat menghambat laju perkembangan kemampuan yang dimiliki oleh para pegawai (Fathoni,  2006 : 23).

Dalam organisasi pemerintahan, kemampuan kerja Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan tugasnya atau pekerjaannya sebagian tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Mereka sering melakukan kesalahan yang tidak seharusnya terjadi misalnya sering tidak masuk kerja, tidak sungguh-sungguh mematuhi peraturan jam kerja. Hal ini akan berakibat tidak baik bagi organisasi, karena pekerjaan menjadi sering tidak dapat selesai pada waktu yang ditentukan, banyak waktu tidak terpakai dengan baik. Mereka beranggapan bekerja di pemerintahan itu tidak perlu bekerja maksimal, karena gaji sudah ditetapkan jumlahnya, tunjangan sudah diberikan. Selain itu, fenomena masih adanya Pegawai Negeri Sipil yang tidak bekerja pada saat jam kerja atau memanfaatkan waktu kerja untuk melakukan hal-hal lain di luar pekerjaannya. Hal ini berakibat pada rendahnya prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, karena perhatiannya terbagi dengan aktifitasnya di luar dari kewajibannya sebagai pelayan publik sehingga pegawai tersebut tidak secara total memberikan pengabdian diri pada organisasi (Nanda, 2014 : 5).
Berdasarkan pengamatan dan wawancara sekilas yang penulis lakukan kepada para pegawai yang ada di bagian Otonomi Daerah Sekretariat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, bahwa terdapat adanya gejala seperti banyaknya peserta program pelatihan atau pendidikan dan pelatihan yang kurang sesuai dengan rencana pengembangan karir mengakibatkan peserta pelatihan setelah kembali tidak memperoleh penempatan promosi maupun pengembangan potensinya. Hal ini menimbulkan frustasi dan kekecewaan bagi para pegawai. Kecenderungan yang terjadi dalam organisasi pemerintahan bahwa ada pegawai yang tidak punya beban kerja dan malah menimbulkan masalah dalam kantor misalnya bermalas-malasan maka untuk memberikan jalan keluarnya pegawai tersebut didiklatkan, selain itu juga kurang di hargainya pengalaman dan massa kerja pegawai.
Allternatif solusi permasalahan tersebut di atas, maka perlunya peningkatan kemampuan para pegawai melalui program pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu hal yang mutlak terus dilakukan secara berkesinambungan oleh suatu organisasi.  Di dalam era globalisasi seperti saat ini, dimana tingkat perubahan terjadi begitu cepat, yang mengakibatkan setiap organisasi harus mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan tersebut, maka kegiatan pengembangan sumber daya manusia tidak dapat diabaikan begitu saja.  Dengan program pengembangan sumber daya manusia diharapkan organisasi mampu menghadapi tuntutan perubahan yang terus terjadi karena mereka memiliki pegawai yang mempunyai kemampuan untuk menghadapi tuntutan perubahan tersebut.  Oleh sebab itu, program pengembangan sumber daya manusia harus di arahkan pada peningkatan kemampuan pengetahuan, kemampuan keterampilan dan kemampuan sikap.  Dengan ketiga kemampuan ini diharapkan para pegawai dapat bekerja lebih baik sesuai dengan tuntutan tugas yang harus mereka emban (Mangkunegara, 2003 : 45).

Pengembangan dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya pendidikan dan pelatihan, mengikutsertakan pegawai tugas belajar untuk mengikuti pendidikan formal, dan kegiatan lainnya. Dan setelah berakhirnya masa pendidikan dan pelatihan  bagi peserta diklat maka hal penting selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pegawai yang sudah mengikuti diklat (alumni peserta diklat) tersebut. Outcome dari pelatihan dan pengalaman pegawai harapannya adalah terjadinya perubahan yang terjadi pada pengetahuan, sikap dan perillaku dan semuanya bermuara pada kemampuan pegawai.
II.  PERMASALAHAN

Apakah program pengembangan sumberdaya manusia berperan terhadap peningkatan kemampuan pegawai pada bagian Otonomi Daerah Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.

III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini pada bagian Otonomi Daerah Sekretariat Kabupaten Kutai Timur. Populasi dalam penelitian ini  adalah semua Pegawai berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Kabupaten Kutai Timur yang telah mengikuti program pengembangan sumberdaya manusia sebanyak 14  (empat belas) orang dijadikan sebagai responden atau dengan kata lain penelitian ini menggunakan metode sensus (sensus sampling).
Untuk menganalisa data variabel pengembangan sumberdaya manusia dan kemampuan pegawai yang diperoleh melalui daftar pertanyaan menggunakan korelasi Rang Spearmans Perhitungan analisa data menggunakan program SPSS Nonparametric correlation.
IV. HASIL PENELIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Variabel Pengembangan Sumberdaya Manusia
Berikut ini di jelaskan beberapa pengertian tentang sumberdaya manusia, antara lain pendapat Robert L Mathis (2002 : 23) mengatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kecakapan dan kemampuan pegawai guna pertumbuhan yang berkesinambungan di dalam organisasi.


Sondang P. Siagian (1996 : 15)   mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya manusia dapat didefenisikan sebagai usaha yang terencana dan terorganisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai dan secara konseptual dapat mempengaruhi sikap pegawai terhadap pekerjaan.
Pengembangan sumber daya manusia dilihat dari aspek kebijakan Bambang 1996;3) mengatakan  bahwa manajemen sumber daya manusia mempelajari segala kebijaksanaan dan tindakan serta perlakuan dari pihak manajemen terhadap para karyawan, baik secara perorangan maupun secara kelompok.  Dari pengertian ini secara umum dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kepegawaian agar tercapainya tujuan individu, organisasi, pemerintah dan masyarakat.
Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, lebih jauh Fathoni ( 2006 : 27)   menjelaskan tiga pengertian dan sumber daya manusia, yakni : (a) sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (sering disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan) ; (2) sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya; dan (3) sumber daya manusia adalah potensi dan merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material/non financial) di dalam organisasi yang diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. 
Tujuan pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi, Menurut Notoatmodjo (1992; 109-110) tujuan pengembangan sumber daya manusia dapat dijabarkan ke dalam 4 (empat) tujuan yang lebih operasional, yaitu : (1) Tujuan Masyarakat (Societal Objective).  Untuk bertanggung jawab secara sosial, dalam hal kebutuhan dan tantangan-tantangan yang timbul dari masyarakat.  Suatu organisasi yang berada di tengah-tengah masyarakat diharapkan membawa manfaat atau keuntungan bagi masyarakat.  Oleh sebab itu suatu organisasi mempunyai tanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusianya agar tidak mempunyai dampak negatif terhadap masyarakat ; (2) Tujuan Organisasi (Organizational Objective).  Untuk mengenal bahwa manajemen sumber daya manusia itu asa (exist), perlu memberikan kontribusi terhadap pendayagunaan organisasi secara keseluruhan.  Manajemen Sumber Daya Manusia bukanlah tujuan dan akhir dari suatu proses, melainkan suatu perangkat atau alat untuk membantu tercapainya suatu tujuan organisasi secara keseluruhan.  Oleh sebab itu suatu unit atau bagian manajemen sumber daya manusia di suatu organisasi diadakan untuk melayani bagian-bagian lain dari organisasi tersebut ; (3) Tujuan  Fungsional (Functional Objective).  Untuk memelihara (maintain) kontribusi bagian-bagian lain agar mereka (sumber daya manusia dalam tiap bagian) melaksanakan tugasnya secara optimal.  Dengan kata lain setiap sumber daya manusia atau pegawai dalam organisasi itu menjalankan fungsinya dengan baik ; dan (4) Tujuan Personal (Personal Objective).  Untuk membantu karyawan atau pegawai dalam mencapai tujuan-tujuan pribadinya, dalam rangka pencapaian tujuan organisasinya.  Tujuan-tujuan pribadi karyawan seharusnya dipenuhi, dan ini sudah merupakan motivasi dan pemeliharaan terhadap karyawan tersebut.
Untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen sumber daya manusia tersebut di atas, maka suatu bagian atau departemen sumber daya manusia harus mengembangkan, mempergunakan dan memelihara jumlah dan tipe pegawai sedemikian rupa sehingga semua fungsi organisasi itu berjalan dengan seimbang.

Proses pengembangan sumber daya manusia berhubungan erat dengan konsep pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dalam konteks ini adalah cara yang mesti dilalui untuk mencapai suatu pengembangan. Pengembangan tidak bisa dipisahkan dari pendidikan dan pelatihan. Pengembangan ini dapat berjalan secara optimal bila dilakukan melalui cara-cara yang terencana dan secara mendasar dan sistematik. 
Kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang lain yang diorganisasi oleh suatu instansi metode  berupa : Lokakarya/workshop, Seminar, Semiloka, Symposium, Pameran, Studi banding dan Wisata karya.

Untuk mengukur variabel pengembangan sumberdaya manusia penulis menetapkan batasan indikator, yaitu ; (1) pendidikan; (2) pelatihan; dan (3) promosi jabatan.
1. Indikator Pendidikan

Pendidikan salah satu unsur penting untuk peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam rangka mendukung kemampuan dan keterampilan pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di kantor. 
Berikut ini digambarkan tanggapan responden berkaitan dengan pendidikan formal pegawai untuk tentang jenjang pendidikan formal yang telah diperoleh selama ini apakah berperan terhadap peningkatan kemampuan pegawai, sebanyak 8 orang pegawai atau sebesar 57,15%, menjawab sangat berperan, sebanyak 5 orang pegawai  atau sebesar  35,7,0% menjawab cukup berperan, dan hanya 1 orang pegawai  atau sebesar 7,15%  menjawab tidak berperan. 
Jawaban responden terhadap pertanyaan apakah pimpinan atau lembaga memberikan dukungan untuk melanjutkan  jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam rangka peningkatan kemampuan pegawai, sebanyak 5 orang pegawai atau sebesar 35,7% responden menjawab sangat mendukung, kemudian sebanyak 9 orang pegawai atau sebesar 64,3% responden menjawab cukup mendukung.
2. Indikator Pelatihan 

Program pelatihan atau training dilakukan dalam rangka menambah kemampuan dan keterampilan tugas atau pekerjaan yang spesifik, diluar sistem pendidikan formal dengan mengutamakan metode praktik ketimbang teori. Pelatihan harus lebih diarahkan pada perubahan perilaku pegawai berkaitan dengan tugas-tugas khusus yang dapat diobservasi dimana pegawai ditempatkan.  

Tanggapan responden untuk pertanyaan apakah dinas/SKPD memberikan kesempatan untuk mengikuti program pelatihan untuk mendukung peningkatan kemampuan  keterampilan spesifik pegawai, sebanyak 6 orang pegawai  atau sebesar 42,85%, menjawab selalu mendukung, sebanyak  7 orang pegawai atau sebesar  50% menjawab kadang-kadang dan hanya 1 orang pegawai atau sebesar 7,5% menjawab tidak pernah diberi kesempatan. 
Tanggapan responden selanjutnya berkaitan dengan  apakah kegiatan pelatihan yang telah diikuti selama ini bermanfaat bagi peningkatan keterampilan pegawai,  sebanyak 6 orang pegawai atau sebesar 42,85% responden menjawab sangat bermanfaat. Sebanyak 7 orang pegawai atau sebesar 50% cukup bermanfaat,  dan sisanya sebanyak 1 orang pegawai  atau sebesar  7,15%  menjawab tidak ada manfaatnya.

3. Indikator Promosi Jabatan

Promosi jabatan adalah salah satu upaya pengembanganPpegawai Negeri Sipil, promosi sangat diharapkan oleh setiap pegawai dimanapun ia berada, oleh karena dengan promosi itu pegawai akan mendapatkan hak-hak yang bersifat material misalnya kenaikan pendapatan, perbaikan fasilitas, sedangkan non material seperti status sosial dan rasa bangga terhadap jabatannya.

Berikut ini digambarkan tanggapan responden berkaitan dengan pertanyaan apakah pimpinan mendukung promosi pegawai  pada tingkat kedudukan yang lebih tinggi, baik kepangkatan maupun jabatan di kantor ini, sebanyak 9 orang pegawai atau sebesar 64,28% menjawab sangat mendukung, kemudian sebanyak 4 orang pegawai atau sebesar 28,57% menjawab mendukung dan sebanyak  1 orang pegawai  atau sebesar 7,15% menjawab tidak mendukung.
Tanggapan responden terhadap pertanyaan  apakah sistem kepegawaian yang menggunakan sistem pengurutan kepangkatan mendukung terhadap promosi jabatan yang lebih tinggi di kantor ini, sebanyak 5 orang pegawai atau sebesar  35,71% responden menjawab selalu mendukung,  sebanyak 7 pegawai orang atau sebesar 50% menjawab kadang-kadang dan sisanya sebanyak 2 orang atau sebesar 14,29% menjawab  tidak mendukung.
B. Variabel Kemampuan Pegawai

Pengertian kemampuan menurut, As'ad (2000:156) adalah sebagai "karakteristik individual seperti intelegensi, keterampilan tangan (Manual skill), traits, yang semuanya merupakan kekuatan potensial yang dimiliki seseorang untuk melakukan aktifitas tertentu, dan sifatnya relatif stabil". 
Pengertian kemampuan dilihat dari aspek kinerja menurut Mangkunegara (2004 : 67) mengatakan  kemampuan  adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Selanjutnya Prawirosentono dalam bukunya (1999:2), yang menyatakan bahwa kemampuan adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, bahwa pada prinsipnya kemampuan atau kinerja seorang  pegawai  merupakan hal yang bersifat individual, karena setiap  pegawai  mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam mengerjakan tugasnya. Pihak manajemen dapat mengukur karyawan atas unjuk kerjanya berdasarkan kinerja dari masing-masing karyawan. Kinerja adalah sebuah aksi, bukan kejadian. Aksi kinerja itu sendiri terdiri dari banyak komponen dan bukan merupakan hasil yang dapat dilihat pada saat itu juga. Kinerja pegawai mempengaruhi maju tidaknya suatu organisasi pemerintah maupun swasta, besar maupun kecil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Oleh karena itu kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi.

Sedangkan  jenis jenis kemampuan pegawai menurut (Robbins, 2001: 192-193)  yaitu: (1) Intelektual abilities yang merupakan kapasitas yang diperlukan melaksanakan aktivitas-aktivitas mental ; (2) Physical abilities merupakan kapasitas yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang memerlukan stamina, kekuatan, serta hal-hal yang serupa dengan itu; dan (3) The ability job fit merupakan kapasitas yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan tertentu dengan tepat. Jika kemampuan ini tidak dapat dipenuhi maka kemungkinan gagal individu tersebut dalam melaksanakan pekerjannya akan semakin besar.

Hubungan antara pengembangan sumber daya manusia dengan kemampuan kerja pegawai lebih lanjut Notoadmojo (2003 : 76) mengatakan  pengembangan sumber daya manusia sebagai suatu proses peningkatan kemampuan atau pendidikan jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan dalam pengambilan keputusan dan memperluas hubungan manusia (human relation) untuk mencapai tujuan umum yang dilakukan secarta sistematis dan terorganisasi dan dilakukan oleh pegawai manajerialnya (tingkat atas dan menengah). Jadi dalam hal ini pengembangan ditujukan pada para pimpinan atau staf agar mereka lebih mampu untuk mengelola suatu organisasi melalui pengambilan keputusan dan memperluas hubungan manusia baik vertical maupun horizontal.



Dengan harapan bahwa pengembangan SDM bertujuan untuk menghasilkan SDM organisasi yang handal dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tujuan pengembangan SDM pada akhirnya adalah untuk menciptakan pegawai yang memiliki prestasi yang baik dan berprestasi yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk dapat bekerja lebih baik. Jika prestasi kerja sebelumnya adalah positif, maka pengembangan yang diberikan bertujuan untuk semakin meningkatkan prestasi pegawai tersebut dalam proses menapaki jenjang karir.

Untuk mengukur variabel kemampuan pegawai penulis menetapkan batasan indikator, yaitu ; (1) kemampuan pengetahuan ; (2) kemampuan  keterampilan; dan (3) kemampuan human relation.
1. Indikator Kemampuan Pengetahuan

Kemampuan pengetahuan pegawai akan mencerminkan tingkat pemahaman individu terhadap suatu realitas  pekerjaan yang ada, oleh karena itu pengetahuan bersifat kognitif. jenis kemampuan pengetahuan, antara lain pengetahuan deklaratif,  pengetahuan prosedural dan pengetahuan strategis. 
Berikut ini digambarkan tanggapan responden untuk pertanyaan  tentang pemahaman pengetahuan pegawai terhadap bidang pekerjaan, sebanyak 8 orang pegawai atau sebesar 57,14% menjawab sangat memahami, dan sebanyak  6 orang pegawai  atau sebesar  42,86%  cukup memahami. Pertanyaan selanjutnya berkaitan tentang pemahaman pegawai terhadap peraturan kerja, prosedur dan mekanisme kerja, sebanyak 7 orang pegawai atau sebesar 50% menjawab sangat memahami, dan sebanyak 7 orang pegawai atau sebesar 50% juga menjawab cukup memahami tentang mekanisme dan prosedur kerja kantor.
2. Indikator Kemampuan Keterampilan

Tuntutan kemampuan pegawai negeri sipil saat ini, disamping tuntutan pengetahuan yang penting lagi adalah kemampuan keterampilan atau keahlian khusus, diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dengan tepat. Jika kemampuan ini tidak dapat dipenuhi maka kemungkinan gagal individu tersebut dalam melaksanakan pekerjannya akan semakin besar. 

Berikut ini digambarkan tanggapan responden untuk pertanyaan apakah pegawai mampu mengimplementasikan pengetahuan  dalam menjalankan tugas, pekerjaaan di kantor, sebanyak 6 orang pegawai atau sebasar  42,85% menjawab sangat mampu, kemuadian sebanyak 7 orang pegawai atau sebesar 50% menjawab cukup mampu dan hanya 1 orang atau 7,15% menjawab tidak mampu.
Selanjutnya tanggapan responden berkaitan pertanyaan tentang kemampuan pengetahuan dan keterampilan mengatasi permasalahan, kesulitan dalam melaksanakan tugas, pekerjaan kantor,  sebanyak 6 orang pegawai atau sebesar 42,85% menjawab  sangat mampu, kemudian sebanyak 8 orang pegawai atau sebesar 57,15% cukup mampu mengatasi permasalahan kantor.

3. Indikator Kemampuan Human Relation

Kemampuan human realtion sangat penting dimiliki oleh seorang pegawai, dengan adanya human relation yang  baik maka akan memudahkan melakukan komunikasi dan koordinasi baik dengan unsur pimpinan maupun juga terhadap rekan kerja. 

Berikut ini digambarkan tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang bagaimana human relation baik sesama rekan kerja maupun dengan pimpinan dalam melaksanakan tugas pekerjaan kantor sehari-hari, sebanyak  11 orang pegawai atau  sebesar 78,57% menjawab  sangat baik, sementara itu 3 orang pegawai atau sebesar 21,43% menjawab cukup baik human relation selama ini.

Tanggapan responden terhadap pertanyaan selanjutnya apakah kemampuan komunikasi dan koordinasi yang dimiliki pegawai mendukung kelancaran tugas, pekerjaan kantor sehari-hari, sebanyak 6 orang pegawai atau sebesar 42,86% menjawab sangat mendukung, kemudian sebanyak 5 orang pegawai atau sebesar 35,71% menjawab cukup mendukung dan sebanyak 3 orang atau 21,43% menjawab tidak mendukung.
C. Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Kemampuan Pegawai
Berdasarkan hasil perhitungan correlation diperoleh harga rs hitung sebesar 0,770.  Jika  dibandingkan dengan harga table rs (harga kritis rs) sebesar 0,456 untuk N = 14 pada tingkat kepercayaan 95%. yaitu : rhit 0,770 > r tab = 0.456 untuk N = 14. Dengan demikian berarti terdapat hubungan yang signifikan dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima bahwa program pengembangan sumberdaya manusia berperan terhadap peningkatan kemampuan pegawai pada bagian Otonomi Daerah Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.
Tingkat pengaruh  atau hubungan antara variable pengembangan sumberdaya manusia terhadap kemampuan kerja pegawai pada bagian Otonomi Daerah Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, berada pada kategori tinggi. Dari hasil rxy sebesar 0,770, maka menurut interpretasi diatas jelas menunjukkan adanya korelasi yang diantara 0,60 – 0,799, maknanya adalah bahwa hubungan antara variable pengembangan sumberdaya manusia dengan kemampuan kerja pegawai berada pada katagori hubungan kuat. 
Program pengambangan sumberdaya manusia yang ada pada bagian Otonomi Daerah Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, baik pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, promosi jabatan  merupakan bagian dari unsur program pengembangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah mampu berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan pegawai baik kemampuan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku pegawai untuk meningkatkan  kinerja dan profesionalisme pegawai saat ini dan yang akan datang.

V. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan proses analisa data dan hasil penelitian yang dilakukan pada Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut   :

1. Berdasarkan hasil perhitungan correlation diperoleh harga rs hitung sebesar 0,770.  Jika  dibandingkan dengan harga table rs (harga kritis rs) sebesar 0,456 untuk N = 14 pada tingkat kepercayaan 95%. yaitu : rhit 0,770 > r tab = 0.456 untuk N = 14. Dengan demikian berarti terdapat hubungan yang signifikan dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima bahwa program pengembangan sumberdaya manusia berperan terhadap peningkatan kemampuan pegawai pada bagian Otonomi Daerah Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.
2. Berdasarkan hasil perhitunggan koefisiensi determinasi, diketahui bahwa besarnya pengaruh program pengembangan sumber daya manusia terhadap kemampuan pegawai pada Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 45%, dan sebesar 55% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Maknanya adalah bahwa sebesar 45% kemampuan kerja pegawai di pengaruhi oleh faktor program pengembangan sumberdaya manusia dan sebesar 55%  kemampuan pegawai dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diukur dalam penelitian ini.

B. Saran 
Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk peningkatan program pengembangan sumberdaya manusia berperan terhadap peningkatan kemampuan pegawai pada bagian Otonomi Daerah Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, sebagai berikut :
1. Kepada pimpinan instansi yang menajdi obyek di dalam penelitian ini disarankan agar kiranya program pengembangan sumber daya manusia para pegawai yang selama ini sudah relatif cukup baik dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi sehingga kemampuan yang diberikan oleh para pegawai dapat lebih ditingkatkan lagi saat ini dan yang akan dating.
2. Kepada para pegawai disarankan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kemampuan diri serta mendukung seluruh kebijakan dari pimpinan yang berkaitan dengan masalah program pengembangan agar kinerja institusi dapat lebih ditingkatkan lagi, sehingga fungsi pelayanan yang dilakukan dapat dijalankan dengan baik dan maksimal.
3. Pemrintah Kabupaten Kutai Timur perlu membuat program pengembangan sumberdaya aparatur, misalnya memberikan bea siswa kepada para pegawai untuk meneruskan jenjang pendidikan formal, memberikan kesempatan dan kerja sama Pemkab Kutim dengan  perguruan tinggi  untuk membuka kelas di Sangatta khusus bagi pegawai maupun masyarakat luas, menyusun program kegiatan pelatihan keterampilan untuk kebutuhan praktis dan aplikatif.
4. Perlunya unsur peran pimpinan Dinas/ SKPD bersikap adil dan bijaksana berkaitan kesempatan promosi jabatan yang lebih tinggi kepada pegawai yang memang  itu hak pegawai yang telah memenuhi persyaratan dan kompetensi untuk bersaing menduduki karier jabatan yang lebih tinggi, serta mendapatkan hak-hak yang bersifat material misalnya kenaikan pendapatan, perbaikan fasilitas, sedangkan non material seperti status sosial dan rasa bangga.

5. Kepada para peneliti yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini disarankan agar lebih memperdalam unit analisisnya, baik variabel maupun indikator penelitian, sehingga dapat lebih mempertajam hasil yang sudah penulis peroleh di dalam penelitian ini.
BIBLIOGRAFI

Bambang Swasto, 1996.  Pengembangan Sumber Daya Manusia : Pengaruhnya Terhadap Kinerja dan Imbalan, FIA-UNIBRAW, Malang.

Bambang Swasto, 1996.  Manajemen Sumber Daya Manusia, FIA-UNIBRAW, Malang.

Fathoni, Abdurrahman, 2006, Manajemen Sumber Daya Manusia, Diklat 
Teknis Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 
Jakarta.

S.P. Hasibuan, 2000.  Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.

Leonard Nadler, 1990.  Pengembangan Sumber Daya Manusia, Erlangga, Jakarta.

Mangkunegara, Anwar Prabu, 2003, Perencanaan dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia, Bandung : Reflika Diatama.

Moekijat, 2000, Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 
Bandung : Mandar Maju.
Nanda, 2014.  Hubungan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Bagian Biro Umum Di Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Skripsi Fisipol Untag 1945 Samarinda.

Notoatmodjo, Prof. Dr. Soekidjo, 2003, Pengembangan Sumber Daya 
Manusia, Jakarta : Rineka Cipta.
Robert L. Mathis and John H. Jackson, 2000.  Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerjemah : Jimmy Sadeli & Bayu Prawira Hie, Salemba Empat, Jakarta.

Sondang P. Siagian, 1996.   Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.




























PAGE  

